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ABSTRAK 
 
Nama : Susi Hardianti 
Nim : 10500112116 
Judul :Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi Nikah  
Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2010-2015 
 
Skripsi ini berjudul ”Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi 
Nikah  Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2010-2015”. Dimana dalam skripsi 
ini terdiri dari 2 (dua) sub masalah yakni (1) Bagaimana tinjauan yuridis dan 
sosiologis pelaksanaan dispensasi nikah pengadilan agama sungguminasa?, (2) 
Faktor-faktor apakah pengadilan agama sungguminasa dalam memberikan dispensasi 
nikah?. Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan metode 
pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara dan observasi. 
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dianalisa secara kualitatif yaitu 
suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni 
merupakan data yang tidak berbentuk angka. 
Penelitian ini dilaksanakan di Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan 
memilih instansi terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara 
dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara 
yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan 
menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang 
diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-
permasalahan yang dibahas dalam skripsi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hukum Islam menyatakan bahwa 
perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya 
persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan 
agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan 
di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah 
mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus 
dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah 
hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya. (2) Hakim yang mengabulkan 
permohonan dispensasi nikah pada kasus anak di bawah umur yang hamil di luar 
nikah sudah tepat karena telah berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan yang 
memperbolehkan seorang anak di bawah umur dapat melangsungkan pernikahan. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Mengingat bahwa belum 
dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik (2) Hakim dalam 
menangani permohohonan dispensasi nikah hendaknya mempertimbankan pula 
undang-undang perlindungan anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Masalah keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat 
memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. 
Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagian dan ketentraman hidup manusia, 
melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi 
kebutuhan biologisnya. Secara syar’i melalui perintah menikah ini pula Allah Swt 
menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas 
pengetahuan Allah Swt akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali 
potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan 
potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan 
menimbulkan berbagai kerawanan. 
  
 Tafsir Al-Mishbah 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria 
dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga 
yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan 
dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. 
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Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An Nisā ayat 1 yaitu sebagai 
berikut: 
 
Terjemahnya: 
         Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah  menciptakan isterinya; 
dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
Mengawasi kamu.1 
Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah 
menciptakan kamu dari satu, yakni dari atau jenis yang sama, tidak ada perbedaan 
dari segi kemanusiaan antara seseorang manusia dengan yang lain, dan Allah 
menciptakan darinya, yakni dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya 
yakni dari Adam dan isterinya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak 
dan perempuan pun demikian. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-
Nya kamu saling meminta dan pelihara pula hubungan silaturrahim. Janganlah 
putuskan hubungan tersebut, karena apapun yang telah terjadi Sesungguhnya Allah 
                                                          
1Kementrian  Agama, Al Qur’an transliterasi per kata  dan terjemah perkata, (jawa barat: 
cipta bagus segara, 2012), h. 77. 
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terus menerus sebagaimana dipahami dari kata kana – Maha Pengawas terhadap 
kamu.2 
Seperti dikemukakan di atas, ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar 
lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat serta bantu membantu dan saling 
menyayangi, karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan 
antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragam atau tidak beragama. Semua 
dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling 
menghormati hak-hak azasi manusia.3 
Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
kebahagian hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan 
cara yang diridhai Allah Swt.4 
Dalam Islam dalam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki 
dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan 
perkawinan, kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta 
perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum 
dalam pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan 
merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
                                                          
2M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Ciputat: 
Lentera Hati, 2000), 314. 
3M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,  h. 315. 
4Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu 
FiqihJilid II, (Jakarta, 1985), h. 49. 
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suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.5 
Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas dari 
kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan 
dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa 
pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun 
keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf 
kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami 
istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan 
inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. 
Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang di inginkan 
kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk 
mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari 
masyrakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan 
perkembangan sosial yang tidak memadai. 
Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari 
pernikahan maka undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan 
menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu 
diantaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi ”Perkawinan hanya diizinkan jika 
                                                          
5Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, 
Departemen Agama RI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 117. 
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pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”6 dan dalam ayat selanjutnya menyatakan 
bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi 
pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari 
pihak pria atau pihak wanita. Kenyataannya ada yang kawin dibawah umur dimana 
dia tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama contohnya suatu daerah 
wilayah kompetensi Pengadilan Agama yang dimana dari suatu 10 (sepuluh) 
pasangan yang kawin dibawah umur hanya 2 (dua) yang mendapat dispensasi7.  
Batas umur di Indonsia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak 
dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan 
pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 
ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi ”Untuk melangsungkan perkawinan 
seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua”.8 
Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara sepesifik membahas tentang 
usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat 
terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang 
                                                          
6Deroktoral Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, 
Departemen Agama RI, h. 119. 
7Wawancara Wakil Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Drs. Tajuddin, MH 
8Deroktoral Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, 
Departemen Agama RI, h. 118. 
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sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan 
tempat dimana hukum itu akan diundangkan.9 
Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk 
melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur 
dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), 
buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat 
dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah 
mempunyai nafsu seks.10 
Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya Indahnya Pernikahan Dini 
menyatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan 
dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. 
Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, 
lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media 
masa, utamanya media masa audio-visual pada usia sekitar 18 tahun seseorang 
diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada masa usia 18 
tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika 
                                                          
9Kamal Muchtar, Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), h. 44. 
10 Hilman Hadikusuman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat 
dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 53. 
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perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 
22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.11 
Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan 
kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematengan jasmani 
dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab 
sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para 
pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan 
lebih cepat, bagi sorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan 
dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan 
maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang 
memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus 
sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus 
bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di 
Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 
18 seorang wanita sudah mencapai tinggkat kematangan biologis seorang wanita.12 
Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan 
pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih 
dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat 
dispensasi nikah dari pengadialan agama setempat. 
                                                          
11Mohammad Fauzil Adhim, Indanya Pernikahan Dini,  (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 21.. 
12 Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga, 
(Bandung: Pustaka Hiddayah, 2001), h. 23. 
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Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin 
hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan 
keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang 
mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluraga mereka ? Sejalan 
dengan itulah penulis terdorong untuk meneliti dispensasi nikah yang dikeluarkan 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang penulis beri judul 
”Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Sungguminasa 2010-2015)”. 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan 
tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu adanya pembatasan masalah, 
batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang lokasi penelitian, lokasi 
penelitian didaerah wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, sedang 
objeknya berkenaan dengan bagaimana prosedur pasangan suami isteri dibawah umur 
bisamendapatkan dispensasi nikah dari  Pengadilan Agama Sungguminasa ditinjau 
dari sisi yuridis dan sosiologisnya. 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka 
dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, 
yaitu bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis pelaksanaan dispensasi nikah (studi 
kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2010-2015) sebagai berikut: 
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C. RumusanMasalah 
1. Bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis pelaksanaan dispensasi nikah di 
Pengadilan Agama Sungguminasa ? 
2. Faktor-faktor apakah Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan 
dispensasi nikah ? 
 
D. KajianPustaka 
Berdasarkan judul penulis pilih yaitu tinjauan yuridis dan sosiologi 
pelaksanaan dispensasi nikah pengadilan agama sungguminasa sehingga untuk  
mendukung selesainya penulisan skripsi ini maka penelaah dan mencermati beberapa 
buku rujukan yang ada kaitannya dengan pembahasan sebagai berikut   
Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan oleh Kemal Mukhti. Buku ini 
menjelaskan masalah masalah yang berhubungan dengan hukum perkawinan menurut 
ajaran islam, seperti pendapat para ahli fiqih dalam masalah perkawinan yang di 
anggap penting menurut normatif hukum islam di Indonesia.  
H.Andi Syamsul Alam dalam bukunya Usia Ideal dalam Memasuki Dunia 
Perkawinan membahas tentang keluarga sakinah. Merupakan suatu model keluarga 
yang di cita-citakan oleh setiap orang, baik yang telah melangsungkan perkawinan 
pada usia yang matang. Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah 
melangsungkan perkawinan pada usia yang sudah matang. 
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E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang 
ingin dicapai sebagai berikut: 
a. Menjelaskan mengenai dispensasi nikah berdasarkan aspek Yuridis 
b. Menjelaskan mengenai dispensasi nikah berdasarkan aspek Sosiologi 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam upaya 
lebih memahami dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun 
kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritik 
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program 
S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar.. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Untuk penulis pribadi gunamengetahui dan menganalisis kebijakan 
formulasi dispensasi nikah. 
2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran 
terutama masyarakat umum. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Tentang Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan 
Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa 
hidup  tanpa manusia lain, Allah Swt menciptakan manusia dimuka bumi berpasang-
pasangan untuk melanjutkan keturunannya. Allah Swt   tidak menjadikan manusia 
seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan melakukan 
hubungan seksualnya  antara satu sama lain tanpa ada aturan. Dengan demikian 
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam suatu ikatan berupa 
pernikahan.  
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa, Perkawinan 
ialah ‘’ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’.1 Dari tujuan perkawinan yang terdapat 
dalam UU Perkawinan tersebut hal ini sangat berkaitan erat dalam firman Allah swt: 
 
 
                                                          
1Harun Alrasid, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut 
Sistem Engelbrecht (Cet II, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008), h.835. 
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 Tafsir Al-Maragi 
Al-Qur’an telah menggambarkan hubungan insting dan perasaan diantara 
kedua pasangan suami istri sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah 
dan nikmat yang tidak terhingga dariNya, pernikahan merupakan sarana untuk 
melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhalifaan untuk 
memakmurkan bumi. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan 
rumah tangga yang rukun penuh cinta dan kasih saying (sakinah, mawaddah, 
warahmah). 
Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21 yang 
berbunyi: 
 
Terjemahnya: 
‘’Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia menciptakan istri-istri 
(pasangan hidup sebagai suami istri) bagimu dari jenis kamu sendiri, supaya 
kamu hidup tenang-tentram bersamanya, dan dijadikannya cinta dan kasih 
sayang di antara kamu; sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
bagi orang-orang yang berfikir.’’ (Ar-Rum:21)2 
 
                                                          
2 kementrian Agama, Al-Qur’an transliterasi per kata dan terjemah perkata(jawa barat: cipta 
bagus segara, 2012), h 406. 
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Bagi orang yang telah membuktikan, bahwa Hawa diciptakan dari tulang 
rusuk Adam, maka sumber pembuktiannya itu bukan berasal dari ayat ini. Jika 
memang tidak demikian, penafsirannya merupakan pengecualian dari ayat-ayat lain 
yang sejenis, yang mempunyai pengertian sama. Demikianlah menurut Al- 
Ashabaniy.3 
Perkawinan di dalam Islam dikenal dengan istilah nikah.Menurut ajaran 
islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbutan 
ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. ‘’Barang siapa yang kawin berarti ia 
telah melaksanakan separuh (ajaran) agama, yang separuh lagi, hendaklah  bertakwa 
kepada Allah swt.’’ (sunnah qauliah). Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang 
yang telah mempunyai kesanggupan untuk nikah, hidup berumah tangga karena 
perkawinan akan memeliharanya dari perbutan yang dilarang Allah swt, dalam Al 
quran dan hadist banyak perintah yang menganjurkan untuk menikah yang bertujuan 
agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawaddah warahmah (cinta 
dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.4 
Rasulullah saw. Bersabda: 
…ملسم هاور( ِِّنّ ِّم َسْيَل َف ِّتَِّنُس ْنَع َبِّغَر ْنَمَف َءاَسِِّنلا ُجَّوَز ََتأَو) 
Artinya : 
...........Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi 
shallallahu’alaihi wassalam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 
‘alaihi wasalam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian 
dari mereka pun berkata “Saya tidak akan menikah.” Kemudian  Sebagian 
lagi berkata “aku tidak akan makan daging.” Dan sebagian lain lagi berkata, 
                                                          
3Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi  (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
1993), h 318. 
4Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1997), h.3 
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“aku tidak akan tidur diatas kasurku.” Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi 
sallallahu ‘alaihi wasallam memuji Allah dan menyangjung-Nya, kemudian 
beliau bersabda: “ada apa dengan mereka?mereka berkata begini dan begitu, 
padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan 
aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, 
berarti bukan dari golonganku." (HR. Muslim) 
 
Hal ini menunjukkanajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan yang 
berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunnah yang bertujuan  untuk membangun rumah 
tangga dan membentuk keluarga mawaddah wa rahmah (hidup bahagia dengan 
landasan cinta dan kasih sayang). 
1. Syarat Sahnya Perkawinan  
Pasal 2 ayat (1) UUP menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.5 
Untuk dapat melasungkang perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-
syarat perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 6 UU Perkawinan yaitu: 
(1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon menpelai. 
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
(3) Dalam hal salah seorang dari orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini 
cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu 
menyatakan kehendaknya. 
                                                          
5 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PN Balai 
Pustaka, 1986), h.227. 
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(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya.  
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang –orang yang disebut dalam 
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan 
pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan 
izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) 
dan (4) pasal ini. 
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain.6 
2. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah7. Tujuan nikah pada 
umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena 
lebih bersifat subjektif. Namun tujuan umum yang akan melakukan peernikahan, 
                                                          
6 Harun Alrasid, HimpunanPeraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut 
Sistem Engelbrecht (Cet II, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008), h.835. 
7 Slamet Abidin dkk, Fiqih Munakahat 1(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.11. 
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yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju 
kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.8 
Adapun tujuan pernikahan secara rinci sebagai berikut: 
a. Melaksanakan libido seksual 
Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, 
hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. 9 Dengan pernikahan seorang laki-laki 
dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan 
begitu pula sebaliknya. Berkaitan dengan penjelasan tersebut Allah swt berfirman 
dalam surah Al-baqarah ayat 223: 
 Tafsir Al-Azhar 
Ayat yang merupakan dalil atas haramnya berjina pada bagian belakang atau 
dubur, karena Allah ta’ala tidak memperbolehkan mencampuri wanita kecuali dari 
bagian yang menjadi tempat bersenggama.  
Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-baqarah ayat 223 yang 
berbunyi: 
 
 
                                                          
8Slamet Abidin dkk, Fiqih Munakahat 1, h.12. 
9Slamet Abidin dkk, Fiqih Munakahat 1, h.13 
17 
 
 
 
 
Terjemahnya: 
‘’Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu 
kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah 
kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan 
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.’’10 
“Isteri-isteri kamu itu adalah sawah ladang bagi kamu.” sawah ladang tempat 
kamu menanamkan benihmu, menyambung keturunan manusia.“Maka datangilah 
sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki.”Niscaya awak dengan sawah 
ladang awak masuk ladang apabila awak suka, menanam benih disawah apabila kita 
mau.Jalannya sudah terang, pintu masuk sudah terbuka.Dan tentu saja ketika nmusim 
panas terik orang tidak menanam benihnya, karena itu hanya membuang-buang benih 
dan merusak sawah.“Dan bersedialah untuk dirimu.” Artinya, sejak kamu masih 
mencari isteri, selalu peringatkan di ayat sebelumnya, yaitu dari keluarga orang yang 
beriman beragama, hendaklah diperhatikan pula, yaitu dari keluarga yang subur, yang 
biasanya melahirkan banyak anak, sebab sawah ladang adalah mengharap menyebar 
benih dan mengambil hasil, beranak, bercucu berketurunan. Sebab syahwat faraj 
(kelamin) ditakdirkan Tuhan pada manusia bukanlah untuk melapaskan syahwatnya 
saja “Laksana meminum segelas air”, melainkan ialah untuk menurunkan umat 
manusia. Sebab itu ditekankan pada pada sambungan ayat: “Dan takwalah kepada 
Allah,” sehingga mani tidak dibuang-buang seketika isteri berkain kotor. “Dan 
                                                          
10Kementrian  Agama, Al-Qur’an transliterasi per kata dan terjemah perkata,(jawa barat: 
cipta bagus segara,2012), h.44. 
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ketahuilah bahwasanya Kamu akan menjumpaiNya kelak,” untuk 
mempertanggungjawabkan bagaimana caranya Kamu membangunkan rumahtangga, 
adakah hanya semata-mata karena hawa nafsu, ataukah benar-benar hendak 
menegakkan kebahagian dan taat kepada Allah: “Dan kabar gemberilah untuk orang-
orang yang beriman.”11 
b. Memperoleh Keturunan  
Hal yang ingin dimiliki setiap pasangan suami istri adalah mendapatkan 
keturunan, dengan pernikahanlah yang sah dapat diperoleh keturunan yang halal. 
Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang tidak ditakdirkan untuk meneruskan 
keturunanya.  
c. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketenteraman 
Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan 
lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan 
pada ketenangan ibadah.  
 
 
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Dalam sebuah perkawinan setiap pasangan suami istri harus memikul 
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari 
susunan masyakat, hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam pasal 31 UU 
Perkawinan yaitu: 
                                                          
11Prof. DR. Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ 1-2-3 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h 199. 
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(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.12 
 
B. Tinjauan Tentang Dispensasi 
Dalam UU perkawinan dan peraturan pelaksanaanya di tetapkan bahwa suatu 
perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon 
mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, pengadilan 
atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan dispensasi untuk mengadakan 
perkawinan. 
Menurut Prof.R.Subekti, SH dan tjitrosudibio (1979-33), dispensasi artinya 
penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan, sedangkan menurut N.E. Algra 
dkk(1983:99), dispensasi adalah kelonggaran, kelonggaran untuk hal-hal yang khusus 
dari ketentuan undang-undang ketentuan menurut undang-undang dan menurut gereja 
dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat 
undang-undang, kebalikan dan pembebasan (ontheffing), izin (vergunning). 
                                                          
12 Harun Alrasid, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut 
Sistem Engelbrecht (Cet II, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008), h.838. 
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Dispensasi yang dimaksudkan disini adalah pengecualian penerapan ketentuan 
dalam UU perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 
pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon 
mepelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan. 
Batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan diatur dalam pasal 7 UU 
perkawinan: 
a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
b. Dalam  hal penyimpangan  terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita . 
Selanjutnya dalam penjelasanpasal 7 ini di di kemukakan bahwa: 
a. untuk menjaga kesehatan suami istri  dan keturunan perlu di tetapkan batas-
batas umur untuk perkawinan. 
b. dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang  
mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud 
ayat(1) seperti di atur dalam KUH perdata dan ordonasi perkawinan Kristen 
Indonesia (stb 1933 No.74), dinyatakan tidak berlaku. 
Ketentuan pasal 7 ayat (1) mengenai batas umur 19 tahun dan 16 tahun adalah 
merupakan batas umur minimal yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang 
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akan mengadakan perkawinan karena UU perkawinan menganut prinsip bahwa untuk 
dapat melangsungkan perkawinan calon suami istri harus telah masak jiwa raganya.  
 Namun  Pada kenyataannya banyaknya pernikahan yang tidak sesuai di 
karenakan umurnya tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dikarenakan ada hal-hal 
yang mempengaruhinya.Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon 
suami istri yang masih dibawah umur, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat. 
Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Sebab ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah  bagi seorang 
wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. 
Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang kependudukan, 
menteri dalam negeri telah mengeluarka instruksi Nomor 27 tahun 1983 tentang usia 
perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga 
berencana. 
Pertimbangan dikeluarkannyainstruksi ini karena bangsa Indonesia dihadapkan 
pada masalah kependudukan antara lain tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup 
tinggi disebabkan cukup tingginya tingkat kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah 
masih banyaknya perkawinan usia mudah dan dibawah umur. 
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Dalam instruksi ini yang dimaksudkan dengan: 
a. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia 
dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria. 
b. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia 16 
tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria . 
Instruksi ini ditunjukkan kepada para gubernur, bupati/walikotamadya di 
seluruh Indonesia, yang pada pokoknya berisi; 
a. Melakukan langkah-langkah dan usaha yang mendukung pelaksanaan 
program kependudukan dan keluarga berencana untuk mempercepat 
pelembagaan norma keluarga kecil yang berbahagia dan sejahtera 
dilingkungan masyarakat. 
b. Mendukung usaha-usaha berbagi instansi baik pemerintah, swasta maupun 
lembaga masyarakat serta melakukan usaha untuk menghindarkan terjadinya 
perkawinan dibawah umur. 
c. Memberikan penerangan dan motivasi kepada masyarakat melalui berbagai 
kegiatan dan kesempatan  
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d. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, yaitu tanggal 24 juli 
1983 
Walaupun UU perkawinan dan instruksi menteri dalam negeri telah 
menentukan batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan, ini tidak berarti 
bahwa kalau calon mempelai belum mencapai umur tersebut  sama sekali tidak dapat 
kawin, sebab ketentuan pasal 7 ayat (2) UU perkawinan memungkinkan untuk 
meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 
tua pihak pria maupun wanita.     
Yang dimaksud dengan pengadilan dengan pengadilan disni adalah pengadilan 
agama bagi mereka yang beragama lain selain agama islam.  
Kemudian, sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU perkawinan khususnya bagi 
mereka yang beragama islam oleh menteri agama di terbitkan peraturan menteri 
agama No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja 
pengadilan agama dalam melaksanakan  peraturan perundang-undangan perkawinan 
bagi mereka yang beragama islam . dalam peraturan menteri agama( PERMENAG) 
tersebut antara lain diatur tentang prosedur untuk mengajukan dispensasi kepada 
pengadilan agama. 
Pasal 1 ayat(2) sub g PERMENAG No.3 tahun 1975 ditentukan, dispensasi 
pengadilan agama ialah penetapan yang berupa izin untuk calon suami yang belum 
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mencapai umur 19 tahun atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang 
dikeluarkan oleh pengadilan agama.  
Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri 
belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat 
dispensasi dari pengadilan agama (pasal 13 ayat(1) PERMENAG Nomor 3 tahun 
1975). 
Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat(1) pasal ini, 
diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang 
mewilayahi tempat tinggalnya (pasal 13 ayat (2) PERMENAG  Nomor 3 tahun 1975). 
Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan, 
bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi, maka 
pengadilan agama meberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan (pasal  13 ayat 
(3) PERMENAG Nomor 3 tahun 1975).  
Kalau dispensasi yang akan diberikan oleh pengadilan tidak akan menimbulkan 
masalah karena pengadilan di sini berarti pengadilan agama atau pengadilan negeri 
yang dalam wilayah hukumnya berdiam orang yang akan mengajukan permohonan 
dispensasi. Dengan demikian lembaga yang berwenang untuk memberikan dispensasi 
sudah pasti. 
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Yang mungkin akan dapat menimbulkan masalah menurut penulis adalah 
dispensasi yang dapat diberikan oleh pejabat lain yang akan ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini penulis anggap sebagai suatu masalah 
karena dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya tidak disebutkan siapa- 
siapa yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk itu, sehingga bias saja akan 
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari setiap orang yang membaca 
ketentuan tersebut. 
Apakah yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan pejabat lain 
yang ditunjuk oleh kedua orang tua itu adalah Gubernur,Bupati/Walikota, Camat, 
Pegawai Pencatat Perkawinan, Pemimpin Agama/Ulama dan lain-lainnya, adalah 
tidak jelas.  
Dengan adanya ketidak jelasan ini maka dapat saja menimbulkan kesulitan bagi 
para pihak yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kepada  pejabat karena 
belum mencapai batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan. 
Sebelumnya berlakunya UU perkawinan, dispensasi untuk mengadakan 
perkawinan diatur dalam pasal 29 BW. Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, SH dan 
Asis Safioedin, SH (1975:7), mengenai masalah dispensasi bagi mereka yang belum 
mencapai umur minimal kalau kita bandingkan dengan ketentuan dalam pasal 29 
BW, yang antara lain menentukan bahwa apabila ada alasan-alasan penting maka 
presiden (baca:kehakiman) diberikan keungkinan untuk memberikan dispensasi. 
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Pada lazimnya alasan yang penting ini ialah bila wanita sudah mengandung(in 
zwangerschap) sebelum perkawinanannya berlangsung. 
Ketentuan semacam pasal 29 BW ini diatur dalam HOCI.Pasal 4ayat (1) HOCI 
menetapkan, pemudah yang belum cukup umur 18 tahun dan pemudi yang belum 
cukup umur 15 tahun tidak boleh kawin. 
Selanjutnya dalam ayat (4) ditetapkan, bahwa residen di jawa dan Madura dan 
kepala daerah di daerah lain dapat memberikan dispensasi kalau ada sebab yang 
penting. Kalau kita melihat ketentuan tentang dispensasi utuk mengadakan 
perkawinan dalam BW dan HOCI ternyata lebih pasti jika dibandingkan dengan 
ketentuan dalam UU perkawinan mengenai lembaga/pejabat yang berwenang untuk 
memberiak dispensasi. 
Akan tetapi  kalau kita melihat penjelasan pasal 7 ayat (2)UU perkawinan 
dengan tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemberian dispensasi 
perkawinan seperti diatur dalam BW dan HOCI, dinyatakan tidak berlaku. Dari bunyi 
penjelasan pasal 7 ayat (2) ini jelas bahwa dispensasi untuk dapat mengadakan 
perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal hanya 
dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 
pihak pria maupun wanita.  
Telah dikemukakan bahwa pejabat lain yang ditunjuk tidak jelas siapa-siapa 
orangnya, sehingga bias saja menimbulkan penafsiran yang berbeda dan pada 
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gilirannya tidak ada kepastian hukum. Padahal hukum itu tujuannya untuk enjamin 
keserasian dan kepastian hukum dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi 
dalam masyarakat. 
Dengan demikian maka menurut hemat penulis bahwa pejabat yang dapat 
memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan yang diatur dalam pasal 29 
BW dan pasal 4 ayat (3) HOCI tetap berlaku karena dimungkinkan oleh pasal 66 UU 
perkawinan, sehingga bukan saja pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun wanita tetapi residen dijawa dan Madura serta 
kepala daerah di daerah lain dapat juga memberikan dispensasi. 
Hanya saja perlu diperhatikan tentang penyebutan dari jabatan-jabatan tersebut 
sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah sekarang sebagaimana yang 
diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. 
Untuk keseragamannya, maka maka sebaiknnya tidak ada perbedaan antara 
daerah jawa dan Madura dengan daerah-daerah lainnya seperti pada masa 
pemerintahan hindia belanda dahulu karena Negara kita adalah Negara kesatuan 
sehinggah pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi dalah 
Bupati/Walikota atau Camat atas nama Bupati/Walikota. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tidak menimbulkan 
perbedaan penafsiran mengenai pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan 
dispensasi maka perlu ada petunjuk pelaksanaan dari departemen agama dan 
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departemen dalam negeri tentang siapa-siapa saja yang termasuk dalam pejabat lain 
yang berwenang untuk memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan 
disamping pengadilan. 13 
C. Rukun dan syarat perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tiaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata 
tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu 
yang harus diadakan dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya 
tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau 
tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 
adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang 
mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak 
merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat 
yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri 
sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria unsur-unsur rukun. 
Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan 
mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak 
bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut di sebabkan oleh karena 
berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-
                                                          
13O.S,Eoh,SH,MS. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek  ( Cet  1 Jakarta: PT 
RajaGrafindo, 1996), h. 14. 
 
29 
 
hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatau perkawinan adalah akad 
perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari 
mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau 
mas kawin.14 
Di samping mengatur tentang perkawinan, undang-undang ini juga mengatur 
tentang perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami isteri, hak dan 
kewajiban antara orang tua dan anak, tentang perwalian, pembuktian asal-usul anak. 
Undang-undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak 
yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 pasal 12 memuat syarat-syarat 
yang ketat bagi pihak-pihak yang berkenaan melangsungkan perkawinan. Bab II 
pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut: 
a. Persetujuan kedua belah pihak  
b. Izin orang tua/wali 
c. Batas umur untuk kawin 
d. Tidak terdapat larangan kawin 
e. Tidak terikat suatu perkawinan yang lain  
f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan 
dikawini 
g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah) 
h. Memenuhi tatacara perkawinan 
                                                          
14 Lili rasjidi,hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: 
alumni,1982), h.105 
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di dalam hukum islam, terdapat kekuasaan yang dimiliki oleh seorang ayah atau 
datuk (kakek) laki-laki yang sifatnya sangat terbatas yaitu untuk mengawinkan 
anak/cucu perempuannya tanpa persetujuannya. Kekuasaan ini hanya dapat 
digunakan dengan syarat ank/cucu perempuan itu masih perawan (belum pernah 
kawin) dan tidak terdapat hubungan permusuhan/perselisihan dianatar ayah/datuk 
tersebut dengan anak/cucu perempuan itu ayat (2) pasal 6 menentukan bahwa untuk 
melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
15tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal dimana salah seorang dari 
kedua orang tua itu mninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal 
dimana kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam  keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari: 
a. Wali  
b. Orang yang memelihara atau 
c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus 
di atas (kakek/nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya.  
 
                                                          
15 Amir syarifuddin,hukum perkawinan islam diIndonesia(Jakarta:kencana,2014), h.145 
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D. Perjanjian Dalam Perkawinan 
Dalam literatul fiqh klasik tidak ditemukan bahasa khusus dengan nama 
perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan di teruskan dalam 
sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam 
perkawinan” atau bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat 
perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam 
syarat perkawinan itu dalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang 
materinya telah lebih dahulu dibahas. 16 
Kaitan anatara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan 
adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 
melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat 
yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah 
dimulai dengan ucapan, yaitu”wallahi, billahidan tallahi”, dan membawa akibat dosa 
bagi yang tidak memenuhinya. 
Perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas mendapat 
tempat yang luas dalam UU perkawinan, yang bunyinya:17 
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
                                                          
16Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014) h. 146. 
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pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, 
agama, dan kesusilaan  
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali 
bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak 
merugikan pihak ketiga. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini bertujuan 
untuk mempelajari secara insetif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 
interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga 
mengunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variabel 
yang berupa catatan, trankrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
agenda dan sebagainya.1 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut 
Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan 
malainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk 
kalimat atau kata- kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan 
perhitungan statistik.2 
Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode deskriptif yaitu 
suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi 
                                                          
1Soetrisno Hadi, Metodelogi Reseat, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), h. 7. 
2Sudarsini arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Reneka Cipta, 
1991), h. 188. 
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suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,3 dengan tujuan 
untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 
Dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh 
dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang 
keberlangsungan kehidupan pasangan suami istri yang mendapatkan dispensasi nikah 
dari Pengadilan Agama. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh kemudian 
akan dianalisis secara Kualitatif karena data tersebut akan dianalisa yang didasarkan 
pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan. 
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu dikabupaten gowa sungguminasa 
(Pengadilan agama sungguminasa ). 
 
B. Metode Pendekatan  
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang 
diteliti. 
2. Pendekatan Syariat yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang bersumber 
dari Al qur’an dan As sunnah. 
                                                          
3Moh Nasair, Metode Penelitian, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 54. 
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3. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul 
dalam masyarakat. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
a. . Data Primer 
Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai wewenang dan 
tanggungjawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data,4 dengan kata lain 
sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan 
mengunakan alat ukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber 
informasi yang dicari, dalam penelitihan ini yang menjadi subjek secara langsung 
adalah Pengadilan Agama Sungguminasa dan pasangan suami istri yang mendapat 
dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa. Selain itu yang menjadi data 
primer dari penelitian ada dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan 
dengan dispensasi nikah. 
Adapun yang akan di jadikan rujukan utama dalam penelitian ini adalah fakta 
yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang meliputi: 
1) Penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah. 
2) Penelitian tentang keberlangsungan keluarga pasangan suami istri yang 
mendapat dispensasi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
 
                                                          
4Noeng Muhadjirin, Kualitatif (Yogyakarta, Rake Sarasian, 1990), h. 42. 
36 
 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data 
primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah 
umur merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Bahan-
bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil 
kesimpulan. 
Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan 
dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang 
diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir 
dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau 
menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 
a. Metode Dokumen 
Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data 
dari catatan- catatan, transkip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya 
yang berkaitan dengan penelitian ini.5 
 
 
                                                          
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 
h. 202. 
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b. Metode Wawancara 
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau 
memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian 
penulis.6 Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak 
yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu orang-orang yang 
mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, dan 
staf jajaran Kantor Urusan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
c. Metode Observasi 
Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena 
penyidikan dengan alat indra.7 Pengamatan yang dilakukan peneliti secara 
langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek penelitian diikuti dengan 
suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Dalam 
penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 
terhadap keberlangsungan pasangan keluarga yang mendapatkan dispensasi 
nikah. 
 
 
 
                                                          
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 
h. 148. 
7Sutrisno Hadi, Metodologi research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 
UGM, 1982), h. 136. 
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d. Populasi 
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan 
diduga8, yang menjadi populasi selama penelitian ini adalah keseluruhan 
pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, dalam metode ini penulis gunakan untuk mengetahui 
eksistensi pernikahan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah, dengan 
cara mengadakan analisa terhadap buku register Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
e. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil yang ditelitih. Dinamakan penelitian 
sempel apabila kita bermaksud mengenerasikan hasil kesimpulan sempel9, 
Sedangkan pengambilan sempelnya menggunkan cara sampel random atau 
sampel acak, yaitu mencampur subyek- subyek didalam populasi sehingga 
setiap subyek dianggap sama. Dalam metode ini penulis gunakan untuk 
mnegetahui keharmonisan pasangan suami istri yang mendapat dispensasi 
nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
 
 
 
                                                          
8Masri Singarimbun dan Sofian Efendi(eds), Metode Penelitian Survai, (Jakarta : LP3ES, 
1987),h. 108. 
9Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 
h. 105. 
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriftif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk 
mengumpulkaninformasi tentang keadaan nyata sekarang. Adapun tujuan dari metode 
tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat  
penelitian dilakukan.10 
Operasinalisasinya dalam penelitian ini adalah akan mendiskripsikan data yang 
penulis temukan dalam praktek pemberian dispensasi nikah pada calon pengantin 
yang umurnya kurang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang telah 
ditetatapkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa dengan 
menggunakan metode deskriptif analitatif untuk mengetahui akibat dari pemberian 
dispensasi nikah terhadap pasangan yang kurang umur di wilayah hukum Pengadilan 
Agama Sungguminasa agar dapat terungkap secara sistematis dan faktual penelitian 
yang dilakukan. 
 
 
                                                          
10Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 
h. 136. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa secara geografis berada antara utara 120.36,6’bujur timur 
dari Jakarta dan 50.33,6’ bujur timur dari kutub utara, sedang letak wilayah 
administrasinya antara 120.33,19’ hingga 130.15,17’ bujur timur,letak wilayahnya 
antara 50.5’ hingga 50.34.7’ lintang selatan dari Jakarta.Sebagai kabupaten daerah 
otonom, sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, pada 
sebelah timurberbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba 
danKabupaten Bantaeng, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan 
Kabupaten Takalar. Berdasarkan wilayah administrasinya KabupatenGowa terbagi 
atas 18 wilayah Kecamatan, 123 Desa dan 44 Kelurahandengan luas 1.883, 88 Km2 
atau 3,01% dari wilayah Provinsi SulawesiSelatan, sebagian besar wilayah Kabupaten 
Gowa merupakan dataran tinggiyakni sekitar 80,17% dan 19,83% merupakan dataran 
rendah. 
 
2. Pengadilan Agama Sungguminasa 
a. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956. 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
42 
 
 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956 
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1957    
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a dan 
imam pada shalat I’ed. 
43 
 
 
 
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  NOMOR 87 TAHUN 1966 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 
1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi 
dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan 
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama 
/ Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 
29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama 
membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
2. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982) 
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
7. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
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13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d sekarang) 
b. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa 
Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan 
Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 
2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan 
Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah 
Agung RI. 
Kondisi Geografis 
A. Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT 
B. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) : 
    - Utara     : Kota Makassar 
    - Selatan  : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
    - Timur    : Kecamatan Pattalassang 
    - Barat     : Kecamatan Pallangga 
C. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut 
D. Kota Sungguminasa beriklim tropis 
Kondisi Demografis 
Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 jiwa, 
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2 terdiri dari Laki-laki: 
305.202 jiwa (49,4%) dan Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%). 
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c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Visi  : “Mewujudkan Lembaga Yang Memberikan Jaminan Kepastian Bagi 
Penyelenggaraan Peradilan Dan Pelayanan”. 
Misi : 
- Terwujudnya standar operasional prosedur dalan penyelenggaraan persidangan 
dan pelayanan 
- Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat 
- Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi 
- mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja 
 
d. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang : 
- PERKAWINAN 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat; 
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3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Penguasaan anak-anak; 
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang 
seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri 
atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang 
wali dicabut; 
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 
(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah 
keuasaannya; 
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 
hukum Islam; 
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21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang 
lain. 
- WARIS 
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan 
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-
masing ahli waris. 
- WASIAT 
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal 
dunia. 
- HIBAH 
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
- WAKAF 
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
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- ZAKAT  
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya. 
- INFAK 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan rezeki 
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan 
karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
- SHODAQOH 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
- EKONOMI SYARI'AH 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: 
Bank syari'ah; 
Lembaga keuangan mikro syari'ah; 
Asuransi syari'ah; 
Reasuransi syari'ah; 
Reksa dana syari'ah; 
Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 
Sekuritas syari'ah; 
Pembiayaan syari'ah; 
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Pegadaian syari'ah; 
Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 
Bisnis syari'ah; 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1. Fungsi mengadili (judicial power) 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 
2. Fungsi pembinaan 
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan 
fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi 
peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 
pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. 
KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi pengawasan 
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 
Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah 
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajaranya (vide 
: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap 
pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA 
Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
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4. Fungsi nasihat 
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah 
di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang 
nomor 3 tahun 20060. 
5. Fungsi administratif 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan 
administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : 
KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi lainnya :  
 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain (vide 
: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 
 Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya serta 
memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan 
dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan. 
 
e. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II 
Gowa,dengan Led k georafis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5  33.6’ Bujur 
Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah adminitrasinya antara 12’ 33.19’ 
hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan dari Jakarta. 
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Kabupaten Gowa berbatasan dengan : 
 Sebelum Utara Kabupaten Maros 
 Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 
 Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 
 Sebelah Barat Kotamadya Makassar 
Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah 
Bugis  Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di ibukota 
Kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 
Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilometer 
persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan. Wilayah 
Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah 
Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 
Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu. 
Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai kemiringan tanah diatas 
40’,yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu. 
Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. 
Sungai yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 Km2 
dengan panjang90 Km.dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 15 
sungai.  
 
B. Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan 
Agama Sungguminasa 
Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang 
kedua atau salah seorang calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang 
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masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan 
syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah dibawah umur 
yang berlaku. 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 
Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing 
dapat mengembangkan kepribadiannya.2 
Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan 
PengadilanAgama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk 
melangsungkanpernikahan, bagi pria 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. 
Dispensasinikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk 
olehorang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di 
buat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.3 
Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun yang ingin 
melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan 
permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama/mahkamah syari’ah sebagai 
berikut:4 
                                                          
1Kansil dan Christine Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata 
(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), h.116. 
2Kansil dan Christine Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, 
h.115. 
3Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara 
dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 11. 
4Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 
Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 138. 
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1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum 
berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau 
orang tua calon mempelai tersebut ke pengadilan agama/mahkamah syari’ah 
dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua mempelai 
tersebut bertempat tinggal. 
2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau 
calon mempelai wanita dapat dilakukan bersama-sama kepada 
pengadilan/mahkamah Syariah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria 
dan wanita tersebut bertempat tinggal. 
3) Pengadilan agama/mahkamah Syari’ah dapat memberikan dispensasi kawin 
setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. 
4) Permohonan dispensasi kawin bersifat volunter produknya berbentuk penetapan. 
Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat 
mengajukan upaya kasasi. 
Walaupun dalam al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia 
pernikahan, namun UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batasan usia 
bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat 
perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: 
“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Meski telah 
ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan 
penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: 
“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 
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maupun pihak wanita.” Sayangnya undangundang tidak menyebutkan syarat-syarat 
atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah. 
Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah 
tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang 
Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang 
masih di bawah umur.  
Adapun permohonan dispensasi kawin yang diterima dan ditetapkan 
Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2011-2015, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 1 Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2011-2015 
Tahun Jumlah Diterima Diputus 
2011 4 2 2 
2012 12 6 6 
2013 20 10 10 
2014 16 8 8 
2015 37 23 14 
Sumber: Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016 
Adapun tinjauan yuridis dari pelaksanaan dispensasi nikah adalah dimana 
Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah 
kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan 
bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, 
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mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang 
lebih tinggi. Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan dilahirkan, 
pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada 
waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. 
Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur 
yang sangat muda. Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam 
kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh 
yang lalu. 
Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, 
lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan 
perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih 
dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai 
belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan 
sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam 
menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. 
Berhubung dengan hal itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur 
untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 
16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, 
tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur 
tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap 
ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. 
Sedangkan tinjauan sosiologis pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan 
Agama Sungguminasa adalah bahwa menikah itu adalah hak asasi setiap orang, 
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demikian juga pada anak yang berusia remaja rendah yang belum cukup usia pun 
untuk melakukan pernikahan namun kembali kepada si anak tersebut apabila ia 
sendiri mau untuk menikah, akan tetapi dari aspek kesehatan dengan segala peraturan 
perundangan yang berlaku bagi setiap orang khususnya wanita yang antara lain 
peraturan tentang kesehatan reproduksi agar dijaga, dilindungi sehingga ada sanksi 
apabila terjadi suatu kejahatan terhadap reproduksi wanita. Selain itu, struktur 
masyarakat Gowa memiliki strata tertentu, dan masing-masing kecamatan memiliki 
karakteristik budaya tertentu yang hingga saat ini sebagian besarnya masih tetap 
dipertahankan yang antara lain budaya kekeluargaan serta bahwa apa yang terjadi 
dengan perkara ini (hamil diluar nikah) secara garis besar merupakan perbuatan yang 
telah melanggar budaya masyarakat Makassar yakni budaya siri, suatu budaya malu 
yang dipertahankan oleh masyarakat Gowa khususnya, dan pelanggaran terhadap 
budaya siri ini biasanya diselesaikan dengan cara pertumpahan darah, namun 
mengingat konteks sosial masyarakat sesuai dengan  tempat tinggal pemohon, dimana 
tradisi yang berlaku adalah dengan menyelesaikan permasalahan terhadap 
pelanggaran siri secara kekeluargaan. 
 
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengadilan Agama Sungguminasa 
Memberikan Dispensasi Nikah 
Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di 
langsungkan di mana paracalon mempelai atau salah satu calon mempelai belum 
mencapai batas umur minimal, yakni batasumur minimal sebagaimana yang ditetapkan 
olehUndang-undang dalam hal ini Undang-undangNomor 1 Tahun 1974. 
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Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di 
bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak 
segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan 
dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan 
yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan 
mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal 
yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur 
dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak 
diberikan dispensasi. 
Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur 
dan perlu dimintakan dispensasi adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas 
sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga banyak para 
penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akhir-
akhir ini kita dapat menemukan dan mendengar banyak kejadian para Anak Baru Gede 
(ABG) melakukan hubungan layaknya suami-isteri sebelum melakukan perkawinan atau 
akad nikah karena pengaruh modernisasi dan masuknya film-film porno yang 
merajalela.5 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Anwar(50 tahun), hakim pengadilan agama sungguminasa, wawancara, kabupaten gowa 22 
januari 2016. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap 
sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan 
mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila 
laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 
tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan 
dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah 
hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.  Akibat hukum yang timbul dari 
perkawinan di bawah umur yakni melanggar ketentuan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai usia kawin tetapi dalam 
aturan hukum ini, perkawinan di bawah umur sebenarnya dilarang tetapi 
apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut bisa dikecualikan. Hakim 
yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada kasus anak di bawah 
umur yang hamil di luar nikah sudah tepat karena telah berpedoman pada 
Undang-Undang Perkawinan yang memperbolehkan seorang anak di bawah 
umur dapat melangsungkan pernikahan, dengan mempertimbangkan 
kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi nikah sendiri merupakan bentuk 
tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah mengalami “kecelakaan”. 
 
B. Implikasi 
1. Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa 
saran sebagai berikut : 1) Mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan 
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batas umur untuk kawin dala Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat 
mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur, 
maka sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum 
perkawinan kepada masyarakat, khsusnya kepada para remaja yang telah 
menginjak dewasa, agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi 
tercapainya salah satu Program Nasional yaitu Keluarga Berencana, serta bagi 
kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri. 
2. Hakim dalam menangani permohohonan dispensasi nikah hendaknya 
mempertimbankan pula undang-undang perlindungan anak. 
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